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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, tidak 

sesuai dengan tujuan kepailitan yakni, memberikan kepastian kedudukan 

perolehan hak tagih kreditor karena Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 

membuat waktu penyelesaian kepailitan menjadi semakin lama sehingga 

menimbulkan ketidakpastian bagi kreditor. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan yaitu, kepada kreditor yang merasa dirugikan hak 

konstitusionalnya untuk melakukan judicial review ke Mahkamah 

Konstitusi untuk mengembalikan ketentuan agar upaya hukum tidak 

diperkenankan terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU. 
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